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Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaatinolungan hukum anak jalanan dan kebijakan
serta upya yang dilakukan Pemerintah Daerah dal@taksanakan perlindungan hukum anak
jalanan di Kota Ambon, dan memberikan solusi teapagermasalahan yang terjadi sehingga
menjadi kontribusi bagi pelaksanaan perlindungakutrudan pemenuhan hak-hak anak jalanan
pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian mgkamjpahwa penanganan permasalahan oleh
Pemerintah Kota Ambon dengan Instansi-Instansi aierlserta LSM terkait.Program ini
dititikberatkan pada partisipasi masyarakat melaliganisasi sosial/lyayasan. Kelemahan yang
dihadapi adalah masih kurangnya koordinasi antstansi terkait, dan Aparat Penegak Hukum
baik dalam rangka perlindungan hukum terhadap gmakan maupun pemenuhan hak-hak anak
jalanan.
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ABSTRACT

This research aim to analize execution of protactibpublic road children law and of polece and
also done/conducted by effort is Local Governmargxecuting protection of public road children
law in Kota Ambon, and give solution to problerhatthappened so that become contribution to
execution of protection of law and accomplishmédrublic road child rights at a period of / to to
come. Result of this Research of menunjukan thatliiey of problems by Government of Town
of Ambon with related/relevant Institutions andoalhis LSM .Program of focus at society
participation pass / through social organisatidnstitution. Weakness faced by is still lack of
coordination between related/relevant institutigapdness in order to protection of law to public
road child and also accomplishment of public rdaittaights
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, tegicserta pertumbuhan penduduk
yang cukup cepat, langsung atau tidak langsundp telampengaruhi tatanan nilai dan budaya
suatu bangsa. Secara material arus pertumbuhapealk@mbangan tersebut seolah-olah berjalan
dengan mulus dan menjadi kebanggaan suatu bangsaurNkenyataan sebenarnya telah terjadi
kesenjangan yang sangat mencolok. Di satu pihalk tierwujud bangunan — bangunan mewah
yang dapat di banggakan dan menjadi pusat perhagiapi tidak jauh dari areal tersebut, tumbuh
perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan eidm mendapat perhatian khusus.

Selanjutnya menurut Bagong Suyanto (2002 ) di pepkmngan kumuh hampir 2/3 dari
jumla penduduknya adalah anak-anak, mereka umurtergmlong anak — anak yang rentan
permasalahan sosial, dan perlu mendapat perlindukigasus untuk menyelamatkannya.
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Kondisi ini diperburuk lagi sejak krisis ekonomindaepercayaan yang terjadi di Indonesia
terasa semakin komplek, dan konflik kemanusiaamMadiuku, tahun 1999 dan konfik-konflik
lainnya di Indonesia, memburuknya situasi perekaanmasional dan musim kemarau dan juga
bencana banjir, tanah longsor dan bencana nasenala yang terjadi, maka dengan cepat mulai
menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Keduagsalahan ini bukan saja menyebabkan
berbagai kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kduran berupa terganggunya produksi,
distribusi dan konsumsi tetapi juga melahirkan penan daya beli masyarakat dan bahkan daya
penduduk dalam memenuhi kebutuan hidup yang maklambung.

Menurur Mansour Fakih. 2003 Secara nasional tetattata bahwa peningkatan anak
jalanan sebelum krisis 15% dan angka itu meningkaga 100% dalam masa krisis, selain itu
terungkap berbagai perlakuan eksploitasi dan gaia salah terhadap anak jalanan diantaranya :

1. Penanganan yang cenderung represif dari PemermtBfzeerah yang lebih demi
kepentingan kebersihan kota, seperti Gerakan [MisiNasional, Trantib, dan
penggarukan.

2. Melakukan salah seksual dari orang dewasa terhadak, kasufkobot Gedekatau
sesama anak jalanan.

3. Adanya penculikan anak jalanan untuk dipekerjakaksploitasi ekonomi, eksploitasi
seksual.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Hak Azas Anak
Konvensi Hak Anak (convention on the Rights of thld), untukseterusnya akan

disingkat dengan KHA, merupakan sebuah perjaijigannasional yang mengatur tentang prinsip
prinsip dasar perlindungahak anak di muka bumi. Dalam Hukum Internasionalnvemsi
kelompokkan sebagai salah satu sumber hukum isierra,selainkebiasaan intemasional
(Intemational Custom), prinsip-prinsip umumkum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (
The General rinciples of Law Recognized by Civilized Nations) dan kepatusatau resolusi
organisasi internasional ( pasal 38 ayat 1 Staflatakamah Agungnternasional)Merujuk kepada
informasi UNICEF (United Nation Children's Fundghsiah badan Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) yang khusus menangani persoalan anak diutetunia, KHA merupakan sebuatmvensi
PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengaktirimen-instrumen Hak Azasi Manusia di
dalam sejarah pertumbuharganisasi bangsa-bangsa terseButdalamnya diatur secara detail
Hak Azasi Anak dan tolak ukur yang harus di pal@ngrintah secara utwalam implementasi
Hak Azasi Anak di Negara masing-masing. Dilahirkdari system hukum dan nilai-nilai
tradisional yang pluralis, KHA menjadebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipdranal
dan di perdebatkan oleh negara-negara anggota lBBBencerminkan hak dasar anak dimanapun
di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, trlindurdari pengaruh buruk, penyiksaan dan
eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi seaarh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya
dan sosial.
Selanjutnya menurut Efendi.H. jika kita melirik agjh perkembangannya, masyarakat dunia
sekarang ini tampaknya harus berhutang kepada tygke Jebb, pendiri Save the childern Fund
(sebuah lembaga swadaya masyarakat internasionat) y@aekerja untuk perlindungan akja
Beliau, setelah menyaksikan dengan Mata kepalaagdirs merawat para pengungsi anak di
Balkan, akibat perang Dunia , membuat sebuah rgacehPiagam Anak pada tahun 1923. Dalam
ringkasan tersebut, Jebb (2001) mengembangkafuh)iyagasan mengenai hak hak agaky:

1. Anak harus dilindungi dari segala pertimbangan geeai ras, kebangsaan dan

kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargaukeantkeluarga;



3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukéuk pperkembangan secara normal,
baik material, moral dan spritual’

4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang bakiis dirawat, anak cacat mental atau
cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dankatexlantar harus diurus. diberi
perumahan;

5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bdpastolongan pada saat terjadi
kesengsaraan;

6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat atasida program kesejahteraan dan
jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar padd dggerlukan nanti dapat
dipergunakanuntuk mencari nafkah serta harus ditigddari segala bentuk eksploitasi;

7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahamhwa bakatnya dibutuhkan
untuk pengabdian sesama umat.

Pengertian dan Karakteristik Anak Jalanan
Inten Suweno (2002) dalam bukunya Siapakah Anakndal ? Sebenarnya istilah anak
jalanan pertama kali diperkenalkanAtnerika serikat, tepatnya di Brazil dengan nama ltes
de Ruasintuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup dngh dan tidaknemilikti ari ikatan
dengan keruarga. Namun, di beberapa tenigiainya istilah anak jalanan berbeda-beda, di
colombia merekalisebut "gamin" (urchin atau merarat) dan ,chingtkegu kasur),"marginais”
(kriminal atau marginal) di Rio palaros frutero,ufbng pemakan buah) di peru, "poliilas”
(grengat) di Bolivia, resistorerag@erampok kecil) di Honduras, "Bui Doi" (anak d¢kll Vetnam.
"saligoman” (anak menjijikkan) di Rwanda, atau “psing” (anakayam), "moustique” (nyamuk)
di camerron dan ,barados, (pengembara)di Zaire cdaugo.Istilah-istilah tersebut sebenarnya
menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalandalammasyarakat semua anak sebenarnya
memiliki hak penghidupan yantayak tidak terkecuali nak jalanan. Namun ternyegalita
berbicardain, mayoritas dan bisa dikatakan semua anakgalaerpinggirkardalam segala aspek
kehidupan.
Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakambalinyak ahli. Secara khusus anak jalanan
menurut PBB :
Anak Jalanan adalah anging menghabiskan sebagian besar waktunya di jalaniik
bekerja, bermain atau beraktifitas lain. Anak jalantinggal di jalanankarena
dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tdakpumenanggung beban karena
kemiskinan dan kehancurakeluarganya umumnya anak jalanan bekerja sebagai
pengasongpemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengaipaa
Tidak Jarang mereka menghadapi resiko kecelakaan laliaslinpemerasan,
perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lefildah tertulakebiasaan tidak sehat
dar ikultur jalanan, khususnya seks bebaspdanyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lebih
memprihatinkan lagijJingkungn akan mendorong anak jalanan menjadi olsaksual
seperti sodomi atau pelacuran anak.

Sementara itu menurut Farid Muham@®d00) menyatakan bahwa anak jalanan adalah
anak usiaantara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanariefapat umum lainnya yang dapat
mengganggu ketentraman dan keselamatan ¢aangerta membahayakan keselamatan dirinya.

Sedangkan Puji putran{d996) mendefinisikan anak jalanaabagaia anak berusia 6
sampail5 tahun yang tidak bersekolah kg tidak tinggal bersama orang tua mereka,
dan bekerja sehariamtuk memperoleh penghasilan dijalanan, persimpadga tempat
tempatumum.

Selain itu Sugeng Rahayu (2006) mendefinisikan gadakan adalah :

“anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun ydregada di jalanan untuk mencari
nafkah yang dengan berbagai caftéddak termasuk pengemis, gelandangan, bekerja di
toko/kios).Dalam buku Intervensi Psikososial anak jalanan atlahnakyang sebagian
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besar menghabiskan waktunya untuk mencari na#itabh berkeliaran dijalanan atau
tempat-tempat umum lainnya”

Berdasarkan hasill kajian di lapangan secara daear anak jalanan diedakan dalam tiga

kelompok yaitu :
Pertama, children on the street, yakni anak-anak yangmpunyai kegiatan ekonomi -
sebagai pekerja anak - di jalan, tetapiasih mempunyai hubungan yang kuat dengan
orang tua merekaSebagian penghasilan mereka dijalan pada kategoradalah untuk
membantu memperkuat penyangga ekonomi keluargaamgmé bebanatau tekanan
kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat essgkansendiri oleh kedua orang
tuanya.

Kedua, children of the street, yakni anak-anak yang beip@asi penuh dijalanan, baik
secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantaeacka masih mempunyai hubungan
dengan orang tuanya, tetap frekwensi pertemuan kadidak menentu. Banyak diantara
merekaadalah anak-anak yang karena suatu sebab - biaskelgarasan laratau pergi
dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwaalaanak pada kategori ini
sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secswaial emosional, fisik maupun
seksual.

Ketiga, children from families of the street, yakni anaiak yandoerasal dari keluarga
yang hidup di jalanan Meskipun anak-anak ini menypaiihubungan kekeluargaan yang
cukup kuat, tetapi hidup mereteaaombang-ambing dari satu tempat ke tempat yairg la
dengan segaleesikonya.

METODE PENELITIAN

A. Lokas Pendlitian.
Penelitian ini dilakukan di kota Ambon Ibu Kota Pitsi Maluku, dengan sasaran para pihak
yang berkompoten dalam hal penanganan anak-arsaiajal

B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalarelpien ini adalah :

1.Wawancara (interview) dengan sejumlah Informen dangnelakukan tanya jawab
langsung. Penggunaan Teknik ini dmaksudkan untukggedi soal-soal penting untuk
mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suasogan yang menyangkut hak anak
jalanan.

2.Angket. (Quisioner) yaitu pengumpulan data dengambuat suatu daftar pertanyaan
yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disusumsssisiimatis, kemudian dibagikan
kepada informrn untuk diisi dan di jawab

3.Pengamatan (Observasi). yaitu suatu instrumen pemgian data dengan Penulis secara
langsung mengamati secara langsung kegiatan-kageatak jalanan.

E. AnalisisData

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan lisedengan menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentabggaimana penarapan Undang-Undang
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Perlindungan Anak serta Permasalahan-permasalahak falanan dan bagaimana program
dan kebijakan pemerintah dalam penagananan masalkahak anak jalanan di kota Ambon.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi peraturan perundang-undangan dibidang HAM dan perlindungan anak.

Pelaksanaan usaha kesejahteraan bagi anak JalaNatuu khususnya Kota Ambon
sebagai ibu Kota Propinsi dengan kewenangan yarggikhn oleh Undang-Undang 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana substang giatur merupakan pelaksanaan asas
desentralisasi, dilaksanakan oleh lembaga tekmsg yaengatur dan menangani persoalan anak
jalanan adalah Dinas Sosial Pemerintah Kota Amlaoninas-dinas terkait lainnya.

Salah satu masalah krusial yaitu meningkatnyaghrahak jalanan diantara anak jalanan
tersebut tidak sedikit anak perempuan. Merekarberwantara 4 sampai dengan 18 tahun, berada
dijalanan untuk hidup bebas, lari dari keluargah atau untuk mencari tambahan pendapatan
keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pemgaspengemis, dan lain-lain, meskipun
demikian mereka bukan penjaja seks jalanan.

Disamping faktor ekonomi keluarga yang rendah, waaanggapan bahwa anak
perempuan harus mengalah dengan saudara laki-¢algeyta lebih banyak berkorban untuk
keluarga merupakan faktgrendorong anak perempuan banyak turun ke jalanaghab anak
perempuan turun Kalanan untuk membantu menambah pendapatan orarizpik atagkesadaran
sendiri maupun disuruh orang tua.

Pada kelompok umur di bawah 7 tahun jumlah anakgd perempuan tiga kali lipat dari
jumlah anak jalanan laki-laki. Semakin bertambatuunya, perbandingan tersebut bergeser dan
jumlah anak jalanan laki-laki menjadi dua kali tipdari jumlah anak jalanan perempuan.
Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa jalanaanbaik tempat yang nyaman apalagi anak
perempuan hidup dijalanan bagian anak perempualahadabuah pilihan terakhir yang penuh
risiko.

Besarnya populasi dan kecendrungan jumlah anakgalgang terus meningkat belum
diimbangi oleh jangkauan pelayanan dari Dinas $gsiag memadai.Penanganan anak jalanan
umumnya dilakukan melalui sistim panti dan luar tpakedua jalur pelayanan kepada anak
jalanan di kota Ambon merupakan implementasi daddng-Undang 23 Tahun 2002 menyangkut
Perlindungan Anak.

Kebijakan Pemerintah dalam pelayanan sosial arlakga yang di tampung dalam panti
merupakan pilihan terakhir jika keluarga atau meskat tidak dapat mengasuh anak jalanan
dengan baik maka sudah tentu Pelayanan Sosial dpkmi merupakan tanggung jawab
pemerintah.

Peningkatan jumlah Anak jalanan menimbulkan semakisar resiko bagi proses
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang merekabiterdi@gi anak jalanan perempuan kiranya
perlu mendapat perhatian yang serius. Ada tigdilat sekaligus yang mereka sandang yakni
Predikat sebagaanak, predikat sebagaierempuan dan Predikat sebagglanan. Sebagai anak,
mestinya mereka memperoleh ruang dan waktu yandusiinuntuk perkembangan fisik maupun
psikis secara wajar. Anak yang seharusnya mendagréindungan kini harus bersandar pada
dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatiaopun perlindungan. di rumah mereka
harus melindungi diri dari orang tua dan keluadi@lanan harus melindungi diri dari masyarakat
bahkan dari aparat.

Upaya Perlindungan Hukum Repr esif..

Memberikan upaya hukum terhadap anak jalanan yaergaai korban Kejahatan seksual
merupakan salah satu langkah penting yang harusbdigunanya untuk mencegah agar pelaku
tindakan Kekerasan seksual terhadap anak jaladak tierlepas dari pada tanggung jawabnya atas
perbuatan dan kepada anak yang menjadi korban dsskerseksual dapat dilindungi haknya
sehingga keadilan benar-benar ditegakan.



Upaya Perlindungan Preventif.

Dalam mengontrol kejahatan seksual bagi anak jalamaaya-upaya hukum yang bersifat represif
tidaklah cukup. Penting sekali untuk mempertimbamgkpaya yang bersifat pencegahan, karna
kita ketahui bahwa ada istilah yang mengatakarIbhik mencegah dari pada mengobati. Adalah
lebih baik untuk mencegah terjadinya kejahatan usdkierhadap anak jalanan yang merupakan
kelompok rentan yang menjadi korban.

Menurut Undang-undang 23 tahun 2003 devinisi paulimgan anak sebagai berikut :

1. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara shfesetiap orang maupun lembaga
pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusaha&agamanan, pengadaan, dan
pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosai dan remaja yang sesuai dengan
kepentingan hak asasinya.

2. Segala daya dan upaya bersama yang dilakukan deaglan oleh perorangan, keluarga
,masyarakat, badan-badan pemerintah dan swast&k ymangamanan, pemenuhan
kesejahteraan baik rohani maupun anak berusia @&2din, tidak dan belum perna
menika, sesuai dengan hak asasinya dan kepentaggairdapat mengembangkan dirinya
seotimal mungkin.

Program Pemerintah Kota Ambon Dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan.

Anak Jalananadalah salah satu diantara sekian banyak kelorapak yang memerlukan
perlindungan, karena kehidupan merekarénitan dari eksploitasi dan kekerasan. Sejauteiaht
banyak dilakukampaya-upaya secara sistematis untuk menangani gaiahan anajalanan, baik
oleh pemerintah maupun dari masyarakat (LS®Ieh Pemerintah Kota Ambon Ada beberapa
Program dan upaya pendekatan untuk menangani alaalap,diantaranya adalah sebagai berikut

Program Pendekatan Tri Bina
Pendekatan Tri Bina merupakan suatu bentuk metogenanganan permasalahan
kesejahteraan sosial dengan memadukaja anak secara serasi dalam upaya untuk
menumbuhkembangkan potensi deemampuan manusia yang menjadi sasaran dengan
upaya untukmeningkatkan taraf kesejahteraannya melalui peaiagk penghasilawlari
usaha yang layak serta upaya peningkatan kualigisuingarhidupnya.

Program Bina M anusia
Sasaran bina manusia adalah individu keluargdonigok, organisasidan kesatuan
masyarakat yang saling berinteraksi secara dinagaiem berbagai bentuk proses
pemenuhan kebutuhan dpelaksanaan tugas kehidupan. Dengan kata lainasadéma
manusia mencakup bina personal (personal develdpndersatupihak dan bina sosial
(sociat development) di pihak yang lain. Bimaanusia dalam kaitannya dengan
kesejahteraan sosial memilikhakna yang sangat penting dalam rangka pengembangan
potensi individu menjadi kemampuan aktual antaira |
1. Pembinaan Pendidikan dan pengetahuan, berupa :
- Mendapat Pendidikan gratis dan bea siswa pendiddampai pada Sekolah
Menengah Umum bila anak jalanan berprestasi

2. Pembinaan Keterampilan dan sikap, anak Jalanampéer
- Melatih ketrampilan melalui Program Pelatihan yain¢pkukan oleh Dinas Sosial
berupa menjahit, baju, sepatu, perbengkelan dayetiemobil dan lain-lain.

3. Pembinaan memulihkan persoalan yang dihadapi, dalagkameningkatkan peranan
sosialnya sesuai dengan martabat dan rdirganak jalanan.

Program Bina Usaha
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Sasaran bina usaha ini sama dengan sasaran l@nasim yakniindividu,
keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masaialam bina usaha terdapat upaya-
upaya untuk membantpenyediaan dan pengembangan lapangan usaha ajauyéeg
layak, baik secara teknis maupun manajerial , mekdre dukungarberupa bantuan modal
dan peralatan usaha, bimbingan teknimanajerial. Penyediaan bahan baku, pemprosesan
produksi darpemasaran, hingga upaya pengembangan hasil usatkakeperluan investasi.
Semuanya itu dalam rangka untuk peningkatan karsdjahteraan sosial.

Program Bina Lingkungan
Lingkungan merupakan hal penting yang mampu mengyehgbina manusia
teristimewa para anak jalanan, Lingkungan bisaatdikan prositif apabila mampu
mendukung peningkatan kualitas kehidupan dan pdoghn. Sebaliknya, lingkungan
dikatakan negatif apabilengkungan menjadi penghambat atau bahkan merushikidpan
dan penghidupan.
1. Program Lingkungan Sosial, dan Lingkungan Hidup
Lingkungan sosial memegang peranan penting dalanentukan status dan peran
sosial , mengurangi ke terisolasian sosiah stress psiko-sosial serta memaksimalkan
pengembangan potensik, intlektual, mental, spiritual, moral dan sds Sedangkan
lingkungan hidup menyediakan sumber pemenuhan kbaAnodasar, mengembangkan
kemampuan berusaha dan berkre@siam pendekatan Tri Bina ada tiga proses bantuan
yangdilakukan secara bertahap:

2. Program Bantuan Pemberdayaan berupa:
a. Bantuan pendukung pemenuhan kebutuhan pokok swedrari
b. Bantuan pemanfaatan lahan dan atau sarana produksi
c. Tenaga penyuluh dan pendamping
d. Bantuan berupa fasilitatif informative damgaltatif

3. Program Bantuan Pengembangan yang melipulti:
a.Tenaga penyuluh dan pembiming
b. Bantuan-bantuan pendukung lain, termasuilgtan
¢. Bantuan pemandirian dan pembinaaut berupa:
- Bantuan untuk penyusunan rencana pemandiriantiddak lanjut, terutama melalui
kemitraan.
- Peningkatan intensitas peran aktif pemerintah desgtempat, lembaga sosial
kemasyarakatan (LSK) terkait,dunia usaha dalamegrahgngan dan pemantapan
hasil-hasil pengembanganya telah dicapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimputiedagai berikut :

1. Implementasi perlindungan hukum bagi anak jalanampgu dari pandangan Hak Asasi
Manusia belum optimal, hal ini terbukti masih bakiyya persoalan-persoalan yang
terjadi dan menimpa para anak jalanan, diantardnayeyak anak jalanan yang belum
terpenuhinya hak-haknya, serta penyebaran inforimdaim berupa sosialisasi perundang-
undangan yang belum merata, sehingga mengakibaikaih banyak anak jalanan yang
menjadi korban tindakan kekerasan seksual yangnbelitangani secara benar sesuai
dengan prosedur perundang-undangan teristimewa angnAdndang 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

2. Kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dgdalaksanaan program pemenuhan
Hak-hak anak jalanan dirasakan belum sepenuhngksdihakan dengan baik. disebabkan
karna kurangnya koordinasi antar Instansi terkait.
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